


Direktorat Registrasi Pangan Olahan senantiasa berusaha untuk memberikan
pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelanggan (pelaku
usaha). Untuk itu, kemudahan akses informasi mengenai registrasi pangan
olahan sangat penting untuk ditingkatkan. Saat ini, informasi mengenai
registrasi pangan olahan dapat dengan mudah diperoleh pelaku usaha, baik
melalui konsultasi langsung dengan petugas (tatap muka), maupun konsultasi
tidak langsung menggunakan aplikasi konsultasi chat online, live chat dan
telepon (call center). Selain itu, pelaku usaha juga dapat memperoleh informasi
mengenai registrasi pangan olahan melalui media sosial Direktorat Registrasi
Pangan Olahan, yaitu pada halaman subsite (http://registrasipangan.pom.go.id),
facebook (Registrasi Pangan Olahan), dan Instagram (@registrasipangan.bpom).

Informasi mengenai registrasi pangan olahan yang lengkap, jelas, dan mudah
dipahami diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha sehingga
pelaku usaha dapat melakukan registrasi pangan olahannya secara mandiri dan
mudah. Hal inilah yang mendorong kami untuk menyusun booklet panduan
tentang Registrasi Pangan Olahan yang merangkum secara lengkap dan jelas
segala informasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk melakukan registrasi
pangan olahannya agar memperoleh Perizinan Berusaha untuk Menunjang
Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Dengan memiliki PB-UMKU di bidang pangan
olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh
manfaat seperti jaminan keamanan, mutu, dan gizi pangan, memperluas
pemasaran produk baik di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing
produk, meningkatkan kepercayaan produk dan mendapatkan nilai tambah
pada produk.

Booklet Panduan Registrasi Pangan Olahan terdiri dari 4 buku, yaitu:

Buku 1 : Informasi Umum Registrasi Pangan Olahan

Buku 2 : Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan

Buku 3 : Tata Cara Registrasi Pangan Olahan

Buku 4 : Label Pangan Olahan

Pembuatan booklet ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu
kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun dari para
pembaca, terutama pelaku usaha.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat
dan banyak membantu terselesaikannya booklet ini. Semoga booklet ini dapat
memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Direktur Registrasi Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME.
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K E T E N T U A N  
U M U M

Setiap pangan olahan yang diproduksi di 
dalam negeri atau yang diimpor untuk

diperdagangkan dalam kemasan eceran
wajib memiliki Izin Edar
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DASAR HUKUM



Badan Pengawas
Obat dan Makanan
(BPOM)

BPOM RI MD XXXXXXXXXXXXXXX

BPOM RI ML XXXXXXXXXXXXXXX

P B - U M K U
P A N G A N  
O L A H A N

Dinas Kesehatan
Kapupaten/ Kota      
(Dinkes)

P-IRT No. 
XXXXXXXXXXXXXXX
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MD/MLV S

KRITERIA PANGAN YANG
DIDAFTARKAN DI 
DINKES (SPP-IRT)

 Tempat usaha di tempat 
tinggal

 Pangan olahan yang 
diproduksi secara manual 
hingga semi otomatis

KRITERIA PANGAN YANG 
DIDAFTARKAN DI BPOM 

(MD/ML)

 Lokasi produksi tersendiri
(terpisah dengan rumah
tangga)

 Pangan olahan diproduksi 
secara manual, semi 
otomatis, otomatis atau 
dengan teknologi tertentu 
seperti UHT, pasteurisasi, 
retort.

 Jenis pangan: Seluruh jenis 
pangan olahan

Jenis pangan PIRT mengacu
pada lampiran Peraturan

Badan BPOM No 22 Tahun
2018 Tentang

Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi PIRT

Peraturan teknis : Peraturan 
Kepala BPOM No 27 tahun 2017 

tentang Pendaftaran Pangan 
Olahan

SPP-IRT
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BPOM RI MD/ML
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode: kategori pangan, 
provinsi/negara, nomor urut
produk, kemasan, nomor urut
pabrik/ importir, tingkat
risiko perizinan

Jenis Kemasan: kaca/keramik, plastik
tunggal, kertas tunggal, 
komposit/laminat, logam, jenis
kemasan lainnya, ganda



PANGAN YANG TIDAK WAJIB
DAFTAR DI BPOM

*) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, 

pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau

blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan => 

PANGAN SEGAR, Pendaftaran dilakukan di Kementerian terkait

1 Masa simpan kurang dari 7 

hari 

2 Diimpor dalam jumlah kecil

3 Digunakan lebih lanjut

sebagai bahan baku

4
Pangan olahan dalam jumlah
besar & tidak dijual secara
langsung pada konsumen
akhir

5 Diolah dan dikemas di 

hadapan pembeli

6 Pangan siap saji

7 Mengalami pengolahan 

minimal (pasca panen) * 
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PANGAN OLAHAN
YANG WAJIB DAFTAR DI BPOM

2

4

1

3

5

P A N G A N  Y A N G  
D I T U J U K A N  
U N T U K  U J I  P A S A R

B A H A N  
T A M B A H A N  
P A N G A N  ( B T P )

P A N G A N  O L A H A N  
D I J U A L  D A L A M  
K E M A S A N  E C E R A N

P A N G A N  
F O R T I F I K A S I

P A N G A N  W A J I B  
S N I
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REGISTRASI 
BADAN POM (MD/ML)
diajukan untuk setiap Pangan Olahan,  termasuk
yang memiliki perbedaan dalam hal:

J E N I S  P A N G A N

K O M P O S I S I

D E S A I N  L A B E L

J E N I S  K E M A S A N

N A M A  D A N / A T A U  A L A M A T  

P R O D U S E N  W I L A Y A H  

I N D O N E S I A

N A M A  D A N / A T A U  A L A M A T  

I M P O R T I R /  D I S T R I B U T O R

N A M A  D A N / A T A U  A L A M A T  

P R O D U S E N  A S A L  L U A R  N E G E R I
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PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 
PADA PENERBITAN IZIN EDAR 

PANGAN OLAHAN 

Penyederhanaan Prosedur dan Pemangkasan

Persyaratan Registrasi Pangan Olahan

Dasar Hukum:

▪ UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

▪ PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko

▪ PERBPOM No 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan

Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan

Risiko Menengah
Rendah

Komitmen
Pemenuhan

Standar

Risiko Menengah
Tinggi

Pemenuhan
Standar

Risiko Tinggi

Evaluasi
Izin Edar
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KATEGORISASI 
TINGKAT RISIKO 

REGISTRASI
PANGAN 
OLAHAN

P e r t i m b a n g a n
K a t e g o r i s a s i
1. Target konsumen

2. Pencantuman klaim

3. Proses produksi tertentu

4. Penggunaan BTP 

5. Penggunaan Bahan baku
tertentu

6. Risiko produk
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Analisis terhadap risiko:

a. Foodborne diseases

b. Non-compliance

c. Misleading Information     



K A T E G O R I S A S I  R I S I K O  
E - R E G  R B A
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RISIKO MENENGAH TINGGI (MT) 

• Registrasi baru Pangan Wajib SNI
• Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah tinggi

RISIKO TINGGI (NOTIFIKASI) 

Registrasi Baru pangan risiko tinggi dengan PMR, sertifikat SNI 
(Sukarela), Pangan sejenis (risiko tinggi) yang telah memiliki izin
edar, dan pangan organik

RISIKO MENENGAH RENDAH (MR)

• Registrasi baru Pangan Olahan Tanpa Klaim, Tanpa
Peruntukan, dengan atau Tanpa Penyimpanan Beku, disertai: 
Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau
Tanpa Batas Maksimum (CPPB), atau Tanpa Penggunaan Bahan
Tambahan Pangan (BTP) atau Bahan Baku yang Memiliki Batas 
Maksimum Penggunaan

• Registrasi ulang
• Registrasi variasi minor seluruh pangan (MR,MT, T)
• Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah rendah

RISIKO TINGGI (T)

• Registrasi Baru PKGK
• Registrasi baru Pangan berklaim, Pangan GMO, Iradiasi, Pangan

menggunakan BTP/bahan baku tertentu yang mempunyai batas
maksimum penggunaan, BTP, Minuman Beralkohol, Pangan
Olahan dengan Proses Pasteurisasi,   Sterilisasi
Komersial/Teknologi Baru Lainnya.

• Registrasi variasi mayor pangan risiko tinggi
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02

01

Notifikasi

Tanpa penilaian

Output :
Sertifikat

Pemenuhan
Komitmen

Output:
Sertifikat

Persetujuan

Verifikasi Sertifikat SNI

Penilaian Label

Penilaian Produk

Output:
Izin Edar

Evaluasi



REGISTRASI
PANGAN OLAHAN

REGISTRASI 
BARU

REGISTRASI
ULANG

REGISTRASI
VARIASI 

(PERUBAHAN DATA)
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CARA MEMPEROLEH PB-UMKU
DI BADAN POM

Lakukan registrasi produk
pangan olahan pada:

https://ereg-rba.pom.go.id/

Integrasi OSS
• https://oss.go.id/

Registrasi Akun Perusahaan
• untuk mendapatkan User ID & Password

Registrasi Produk Pangan Olahan
• Input data & upload dokumen terkait produk yang 

didaftarkan

Terbit PB-UMKU
• Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan
• Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI
• Izin Edar Pangan Olahan



ALUR PROSES & 
SERVICE LEVEL AGREEMENT REGISTRASI

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

*Time To Respond adalah waktu keputusan penilaian diberikan yang
dapat berupa tambahan data / penolakan / persetujuan setelah
pembayaran atau permintaan tambahan data terakhir.
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TARIF PNBP 
REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya untuk biaya registrasi
pangan olahan, tidak termasuk biaya hasil analisa dari laboratorium
terakreditasi atau Laboratorium Pemerintah.

Kategori Pangan Olahan dapat dilihat di Peraturan Badan POM no 34 tahun 2019
tentang Kategori Pangan.

Dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam
PP No 32 tahun 2017 (sesuai Peraturan
Badan POM no 9 tahun 2018.

Diskon 50%
untuk UMK
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PETUNJUK PEMBAYARAN PNBP MELALUI 
ATM, E-BANKING & M-BANKING

Unduh e-book 
pada link berikut

https://bit.ly/bukusakupnbp

Prosedur Pengajuan Diskon 50% 
PNBP dapat dilihat di: 

Booklet 2 – Tata Cara 
Pendaftaran Akun Perusahaan



OUTPUT REGISTRASI PANGAN SETELAH RBA

Identitas
produk

Nomor
pemenuhan
komitmen

Masa 
berlaku
(5 tahun)

2D Barcode 
produk
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Sertifikat Elektronik –
Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan



Sertifikat Elektronik –
Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan
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Sertifikat Elektronik –
Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI 

Identitas
produk

Nomor
Persetujuan

Masa 
berlaku
(5 tahun)

2D 
Barcode 
produk
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Sertifikat Elektronik –
Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI 
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Sertifikat Elektronik -
Izin Edar  Pangan Olahan 

Identitas
produk

Nomor
izin Edar

Masa 
berlaku (5 
tahun)

2D 
Barcode 
produk

24

Pangan olahan yang masa berlaku Izin Edarnya telah habis dilarang diedarkan!

Dalam hal Pangan Olahan yang Izin Edarnya telah tidak berlaku & masih dalam proses 
Pendaftaran Ulang atau telah memperoleh perpanjangan Izin Edar, produk dapat beredar

paling lama 6 (enam) bulan sejak Izin Edarnya tidak berlaku.



Sertifikat Elektronik -
Izin Edar Pangan Olahan
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Lampiran label yang disetujui

Rancangan label berlaku juga untuk berat bersih 300 g (20 sachet @15g)



Produk dapat beredar
secara legal sesuai

ketentuan yang 
berlaku di Indonesia

Produk pangan
memenuhi persyaratan
keamanan, mutu, & gizi

pangan

Meningkatkan
daya saing produk

pangan

Meningkatkan
kepercayaan
masyarakat

Memperluas pemasaran
produk pangan, di dalam

maupun di luar negeri

Mendapatkan nilai
tambah pada 

produk pangan

KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR
(BPOM RI MD/BPOM RI ML)
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PUSTAKA*

* Ketentuan yang tercantum pada booklet ini dapat berubah mengikuti dengan 
Peraturan terbaru yang berlaku

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27 Tahun
2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan No 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Pengawas Obat dan Makanan

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 Tahun
2019 tentang Bahan Tambahan Pangan

7. Peraturan Kepala Badan POM No. 34 Tahun 2019 tentang
Kategori Pangan

8. Buku Saku Petunjuk Pembayaran Penerimaan Negara Melalui
Kanal Elektronik, KPPN Bagian Penerimaan, 2018, Jakarta

9. http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/SniWajib
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http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/SniWajib


INFORMASI DAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN
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